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ABSTRAK 

 

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dirumuskan bahwa negara 

memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia 

adalah Negara Hukum, hal ini dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 

1945. Berdasarkan hal tersebut segala sesuatu yang akan dilakukan harus sesuai dengan aturan 

hukum yang berlaku. 
 

Di dalam masalah ketenagakerjaan perlindungan yang diberikan oleh Negara dalam 

melindungi pekerja dan pemberi kerja dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan. Di dalam undang-undang tersebut mengatur hak dan kewajiban pekerja 

maupun pengusaha. Hak-hak pekerja diatur masalah besarnya upah minimum yang diberlakukan 

untuk pekerja yang mempunyai masa kerja dibawah satu tahun, jam kerja, kelebihan jam kerja , 

perjanjian dan perselisihan hubungan kerja /PHK. Pengusaha yang melanggar hak-hak pekerja 

yang diatur dalam undang-undang mendapatkan sanksi pidana dan perdata. Bagi pekerja yang 

melanggar aturan ketenagakerjaan dapat juga diputuskan hubungan kerjanya.Dan Pekerja pekerja 

yang melakukan tindakan pidana juga dilakukan proses pidana. Personalia menuduh pekerja 

melakukan penggelapan dan melanggara Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP selanjutnya Personalia 

melaporkan pekerja kepada Polisi dengan alasan melanggar Pasal 372 dan Pasal 374 

KUHP.Permasalahan: 1.Apakah Personalia berhak secara hukum melaporkan pekerja yang 

bersalah kekantor Polisi?2. Apakah Kesalahan pekerja termasuk pelanggaran Pasal 372 dan Pasal 

374 KUHP?3. Apakah pertimbangan hukum Majelis Hakim No. Putusan Nomor 

1320/Pid.B/2019/PN. JKT. TIM jo. Putusan Nomor 126/ PID/ 2020/ PT. DKI sudah sesuai 

dengan aturan hukum yang berlaku?. 
 

Penelitian ini mempergunakan teori negara hukum dan teori keadilan. Personalia 

melaporkan pekerja kepada polisi melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas, karena di dalam Undang-undang tersebut yang berhak maju di dalam dan di 

luar pengadilan adalah Direksi. Kesalahan pekerja tidak termasuk dalam Pasal 372 maupun Pasal 

374, karaena pekerja mau menyerahkan uang yang lebih tetapi personalia menolak dan minta 

pekerja mengundurkan diri. Putusan Majelis Hakim Pekerja yang melakukan penggelapan 

dibawah Rp.2.500.000,- tidak boleh diberikan samksi pidana sebagaimana dirumuskan dalam 

Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak 

Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Putusan Majelis Hakim Nomor 

1320/Pid.B/2019/PN. JKT. TIM jo. Putusan Nomor 126/ PID/ 2020/ PT. DKI, melanggar 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Mahkamah Agung  
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda 

Dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Saran 

Polisi , Jaksa dan Hakim yang memproses pidana tidak sesuai aturan hukum yang berlaku agar 

diberikan sanksi hukum.  
Kata Konci: Perlindungan hukum oleh Negara terhadap Pekerja 
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